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masuk menganiaya manusia. Neraka Jahanamlah tempatnya di
akherat nanti.

Bagi yang melakukan kejahatan yang “empat di atas” menjadi
kesalahan berat dan diancam dengan hukuman mati. Sedangkan
kejahatan “empat di bawah” dijadikan menjadi hukuman sedang dan
ringan, diancam dengan hukuman denda karena dianggap berhutang.
Oleh karena hukuman penjara tidak ada, maka bagi yang tidak dihu-
kum mati, dijadikan hukuman berhutang dan dikenakan denda atau
disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan, de-
ngan cara luka berpampas, mati membangun, dan sebagainya.

Undang-undang hukuman itu berlaku apabila jelas segala pem-
buktiannya. Kalau pembunuh ada mayatnya, perampok/pencuri dan
sejenisnya ada barang bukti yang dicurinya. Apabila tidak ada barang
bukti atau saksi yang mengatakan pencurian itu, maka undang-undang
tidak berlaku.

Menurut Adat, apabila penjahat dimaafkan oleh yang kena mu-
sibah, maka hukumannya bisa menjadi ringan atau bisa bebas dari
hukuman. Itulah yang disebut dihutangkan besar-besar diterima kecil-
kecil. Minta maaf itulah yang disebut dengan sesat suruh salah ber-
hutang, berdosa mati, liwat lampau menyembah posko bergantung,
naik timbangan bergantung turun. Artinya pencuri sudah mengakui
kesalahan dan minta maaf serta berjanji tidak akan berbuat lagi.

Fatsal Undang-Undang yang empat, baik yang empat di atas
maupun yang empat di bawah, ada tiga perkaranya; yaitu: empat raja,
embat penghulu dan embat negeri.

Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S.
Porwadarminta, kata embat berarti memukul dengan barang yang
panjang tipis, misalnya rotan, ranting dan sebagainya. Di dalam
Undang-undang ini embat diartikan: vonnis hukuman baik untuk
hukuman mati maupun untuk hukuman berhutang. Dikatakan syah
embat karena berhutang, tidak syah embat apabila tidak ada hutang.
Jadi embat itu berarti pelaksanaan hukuman, sebab pelaksanaan
hukuman itu baru bisa dijalankan apabila sudah ada putusan hukum-
nya, yang diutamakan adalah hukuman berhutang.

Cara menjalankan hukuman hutang ini adalah dengan menagih, ber-
gadai (jika belum dibayar ada barang tanggungan), dijanjikan, atau
ada orang yang menjaminnya.
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Yang dipiutangkan adalah emas yang berbungkal, padi yang bersukat
atau bergantang, hutang kain berdepa atau berhasta, hutang uang
berbilang jumlah.

Sesuai dengan undang-undangnya, maka hukuman yang dijatuh-
kan sesuai pula dengan tingkatan perkaranya, Embat Raja lebih tinggi
dari Embat Penghulu dan Embat Negeri lebih rendah dari Embat
Penghulu.

Terjadinya Embat ini karena adanya pengaduan dari yang dirugi-kan.

Misalnya dalam transaksi hutang piutang. Yang berhutang tidak

membayar hutangnya, janji tidak ditepati, gadai tidak ditebus dan

sebagainya.

Fatsal Undang-undang salah, yakni undang-undang yang menga-
tur hukuman bagi yang berbuat kesalahan. Aturannya adalah sebagai
berikut:

1. Hukum mati; kesalahan terhadap Raja. Kemudian laki-laki mem-
perkosa perempuan kalau perempuan itu tak dapat berteriak atau
melepaskan diri. Juga apabila berzina dengan istri orang.

2. Hukuman berhutang; kesalahan terhadap Penghulu. Kemudian
percobaan perkosaan laki-laki terhadap perempuan.

Hukuman itu berlaku apabila ada bukti-bukti kesalahan misalnya
kalau memperkosa tertangkap basah. Perzinahan yang dilakukan atas
dasar suka sama suka, hukumannya nikah. Yang tidak boleh dike-
nakan hukuman adalah anak di bawah umur, orang yang fasik (kurang
akal) dan orang tua bangka.

Fasal yang menjelaskan jumlah hukuman denda karena jatuh
pada hukuman berhutang. ini disebut hukum bangun.

1) Bangun Raja, artinya apabila kesalahan diperbuat kepada Raja
maka didenda dengan hutang sejumlah seketi limo. Sekati sama
dengan 16 tahal atau 617,5 gram emas yang dimaksud dengan
limo adalah 1 kati 5 pao, 1 pao sama dengan 1 suku atau Rp. 0,50
atau setengah rupiah, jadi sekati limo adalah 16 tahil 5 pao atau
616 gram emas + Rp. 2,50 (1 tahil = 38,5 gram emas).

2) Bengun Penghulu. Menteri dan Alim Ulama: sepuluh tengah tiga
belas tahil (10 sampai 12,5 tahil), menjadi 380-482,25.

Sekati = 16 tahil emas; | tahil 38,5 gram emas.
Sepao + Rp. 0,50; sekayu kain - segulung = 25 yard.

]
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3) Bangun orang merdeka (orang kebanyakan); 7 tahil sepao =
269,5 gram + Rp. 0,50. Bangun ini sama dengan harga seekor
unta atau kerbau.

4) Bangun hamba (orang yang bekerja = prawisma) 20 gram emas
atau setahil sepao tengah tiga belas emas, mejadi 38,5 gram +
Rp. 0,50 + 12,5 gram = 51 gram + Rp. 0,50 atau setengah diat
(pampas) pembayaran dari yang biasa.

Adapun syarat embat adalah sebagai berikut:

1) Berhutang mau membayar atau tidak.
2) Tidak mau menyelesaikan hutangnya.

Apabila terjadi yang demikian, yang berpiutang berhak untuk
mengadukannya kepada yang berwenang menanganinya, sesuai de-
ngan tingkat hutang piutang tersebut. Ada yang bisa diselesaikan oleh
Penghulu, ada yang oleh negeri saja dan ada pula yang oleh Raja, atau
cukup oleh suku-suku saja.

Adapula undang-undang yang menentukan bahwa yang tidak
boleh diembat ada delapan antara lain: Raja, Menteri, Ulama, Jawi
kerbau, Pusaka, Keris di pinggang, Perempuan, Kanak-kanak. Tidak
ada petunjuk yang jelas kenapa kedelapan di atas tidak boleh diembat.
Hanya bisa diduga disebabkan,

a) Raja, Menteri dan Ulama adalah orang-orang penting dalam
negeri yang tak dapat diganggu gugat.

b) Jawi kerbau diperbuat kerja, karena tenaganya dibutuhkan.

c) Pusaka, karena merupakan warisan yang turun temurun.

d) Kering di pinggang, karena merupakan lambang kebesaran raja.

e) Perempuan, karena perempuan itu di bawah kekuasaan laki-laki.

f) Kanak-kanak, karena belum aqil baliq dan masih tanggung jawab
orang tua.

Denda luka ini, melihat kepada tinggi rendahnya luka tersebut,
luka tinggi adalah luka yang membahayakan, sedangkan luka rendah
atau luka ringan tidak selalu membahayakan. Luka tinggi atau berat
bisa mengakibatkan cacat, sedangkan luka ringan tidak. Denda atau
pampas bagi kedua luka tersebut antara lain:

1) Supak kaki, belah telinga, pecah mata, rompong hidung robek

Sekabung = 2 yard = 1,8 m
Diat = Denda atau pampas yang berupa uang atau barang yang harus diberikan karena melukai
atau membunuh orang.
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bibir pampasnya setengah diat.

2) Luka kening didenda sekayu kain.

3) Putus urat dendanya setengah kayu kain.

4) Coreng atau tergores kulit didenda sekabung kain.

5) Lembam = bengkak, cukup berdiri sembah dan minta maaf.

6) Luka perut didenda dengan bergantang-gantang beras.

7) Mati, hukuman mati pula atau berdiri bangun, yaitu mengurus
kebutuhan keluarga yang tinggal.

Undang-undang segala Pusaka nan menjawat; Pusaka berjawat
artinya setiap pusaka, baik pusaka harta maupun pusaka gelar, pusaka
tinggi maupun pusaka rendah, menuruti adat dan agama. Kemudian
harus ada ahli warisnya.

Waris bertulung (bertolong) adalah waris yang diturunkan apa-
bila waris tidak diturunkan (ditulungkan) oleh pewaris, maka waris
itu akan berutang. Ini adalah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang
sia-sia tidak dibenarkan oleh agama dan adat. Oleh sebab itu tidak ada
waris yang tak diturunkan.

Kalau tidak ada ahli waris, kepada siapapun boleh. Pusaka ber-
Jjawat artinya gelar adat, ada yang menerimanya. Waris tulang artinya
pusaka harta ada ahli warisnya. Adat berturun bernaik artinya adat itu
bisa mengikuti segala zaman.

Pusaka harta yang banyak diwariskan adalah hutan beserta ta-
nam-tanaman yang tumbuh di atasnya. Di samping masih bisa berupa
tambak, taman, danau dan lain-lain beserta isinya.

Undang-undang pemilikan tanah; bagi pemilikan tanah harus
memenuhi syarat sebagai berikut,

1) Ada surat sekala, yaitu memiliki piagam atau akta pemilikan
misalnya surat jual beli, surat pewarisan, surat hibahan dan lain-
lain.

2) Ada pematang terlintang yaitu pematang atau pagas yang sebagai
batas tanah, setidak-tidaknya ada tanda-tanda yang melindungi
tanah milik tersebut.

3) Ada bendara yaitu saksi-saksi yang mengetahuinya, di sini di-
nyatakan orangtua, yaitu orangtua yang mengetahui asal usul
tanah tersebut, hingga jadi milik yang sekarang (waktu itu).

4) Ada rancang terbair, yaitu batas-batas tanah tertentu yang me-
rupakan pancang atau pilar pada setiap sudut tanah tersebut.
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Semua syarat di atas harus dimiliki oleh seorang pemilik tanah,
jika tidak pemilikan tanah tersebut dianggap belum syah.

Fatsal yang menyatakan syah dan batalnya saksi. Biasa yang
membatalkan adalah keluarga sendiri dan famili.

Apabila saksi membenarkan dengan jujur apa yang diketahuinya ten-
tang suatu kejahatan atau tentang suatu perbuatan yang merugikan
orang lain, maka dakwah itu dapat syahkan.

Oleh sebab itu saksi dan orang terdakwa harus disumpah dan
saksi sekurang-kurangnya dua orang. Keduanya haruslah orang yang
benar-benar mengetahui kebenaran dan berlaku jujur, tidak memihak
dan berakal.

Orang yang beriman itu adalah orang jujur, takut pada Allah.
Kejujuran sangat dipentingkan dalam memberikan kesaksian. Orang
yang tidak jujur diragukan kesaksiannya. besar kemungkinan ia tidak
berlaku jujur. Hal ini dilakukannya mungkin disuap atau takut dengan
ancaman dari satu pihak yang bersidang.

Orang yang akil baliq adalah orang yang bukan anak-anak lagi.
Jadi mereka adalah orang-orang dewasa yang telah tahu membedakan
buruk dengan baik, benar dengan salah, dan tidak dapat dipengaruhi.
Di samping itu dia mesti waras.

Yang disebut dengan orang merdeka adalah orang-orang yang
bukan terhukum, bukan hamba sahaya, bukan terjajah dan bukan
tanggungan dari satu pihak yang bersengketa. Orang-orang tersebut
tidak boleh jadi saksi karena tidak bebas berbicara atau mungkin
dalam memberikan kesaksiannya akan memihak.

Yang dimaksud dengan orang yang tahu akan syarat itu ialah
orang tahu dengan peraturan, hukum, undang-undang adat dan lain
jenisnya. Sekurang-kurangnya dia tahu apa yang menjadi syarat se-
bagai saksi.




BAB IV |

RELEVANSI DAN PERANAN NASKAH

DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN NASIONAL

Dalam pembahasan naskah kuno ”Lohok Tiga Laras” erat kaitan-
nya dengan program Pembangunan Nasional yang diarahkan kepada
pencapaian keseimbangan dan keselarasan kemajuan di bidang mate-
rial dan spiritual. Adapun bidang materi itu hanya merupakan sarana
untuk mencapai terwujudnya tujuan akhir yaitu manusia seutuhnya
baik dalam bidang jasmani maupun rohani.

Yang dimaksudkan dalam hal ini manusia seutuhnya adalah
manusia yang beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berbudi luhur, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan dan
ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kepribadian
yang mantap.

Sehubungan dengan ini perlu disadari bahwa perlunya upaya
untuk menggali nilai-nilai budaya daerah, yang merupakan sumber
yang dapat memperkaya serta memperkokoh kebudayaan Nasional
yang bersifat Bhineka Tunggal Ika itu.

Dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya tidak perlu lagi
ada keraguan lagi, bahwa kebudayaan daerah itu adalah merupakan

83 : 1
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unsur-unsur kebudayaan Nasional. Oleh karena itu pembinaan dan
pengembangan kebudayaan daerah tetap diperlukan dalam rangka
pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional yang berdasar-
kan Pancasila dan UUD 1945 itu.

Sebenarnya penggalian nilai budaya daerah bukanlah merupakan
langkah yang dapat menjelaskan semua gejala sosial, tetapi tanpa bisa
mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan itu tentu
tidak mungkin mengetahui banyak tentang gejala-gejala sosial yang
ada di masyarakat. Dengan demikian pendekatan budaya sangat di-
harapkan untuk mencapai perumusan yang mantap terhadap program
Pembangunan Nasional.

Jadi yang menjadi sasaran adalah agar program pembangunan
Nasional dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan situasi dan kon-
disi daerah-daerah di tanah air kita. Dan apabila sasaran ini sudah ber-
jalan dengan lancar, oleh masyarakat secara langsung dapat menik-
. mati hasilnya.

Naskah kuno, yang di dalamnya tersimpan Adat istiadat, dan
Undang-undang, serta tatakrama kaum Bangsawan dan Raja-raja di
Jambi mudah-mudahan dapat memberikan banyak sumbangan dalam

mencapai program Pembangunan Nasional. Untuk lebih jelasnya
dapat kita lihat dalam berbagai hal antara lain:

1) Nilai Agama

Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, demikian
pepatah adat Jambi menyebutkan. Pepatah ini bukan hanya dalam
bentuk ungkapan, tetapi memang dalam pelaksanaanpun dijalankan
terutama dalam hidup sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi mau-
pun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sehubungan dengan
isi naskah, segala sesuatunya tumpuannya adalah Tuhan Yang Maha
Esa. Tuhanlah segala-galanya di dalam hidup baik sebagai pribadi
maupun masyarakat.

Apabila sesuatu tidak bisa dilaksanakan/diselesaikan baik secara
adat, maupun akal, lalu dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa.
Sehingga dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Adat, ungkapan
adat, syarak dan kitabullah larut dan menyatu di dalamnya.

Dalam permulaan penulisan naskah kuno ini didahului dengan
ayat suci Al Quran dan Hadis-hadis Nabi Muhammad S.A.W., yang
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bertujuan untuk memperkuat adat istiadat yang berlaku, serta undang-
undang yang digunakan memperoleh berkat dari Allah SWT. Dengan
adanya ayat suci dan hadis Nabi Muhammad, membuktikan bahwa
Undang-Undang yang berlaku pada waktu itu mendapat pengaruh
dari Agama Islam.

Di samping itu, namun di dalam hidup kita sehari-hari, Tuhanlah
yang dapat mendatangkan kebahagiaan serta ketentraman di dalam
hidup kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok.
masyarakat.

Namun bukan berarti bahwa kita sebagai umat beragama, kita
tidak perlu selalu menerima ketentraman dan kebahagiaan itu, ada-
kalanya sering terjadi tantangan-tantangan sehingga mendatangkan
bencana. Bencana itu terjadi kemungkinan besar disebabkan ulah kita
sebagai umat. Yang kadang-kadang lupa diri, sehingga berbuat ma-
cam-macam tingkah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yang
Esa.

Ada beberapa fatsal dalam Pucuk Undang-Undang Nan Delapan.
Yang mencerminkan rasa tauhid yang mendalam. Pasal-pasal ini ber-
dasarkan firman Tuhan dan Hadis Nabi, baik Undang-Undang peme-
rintahan, Undang-Undang kemasyarakatan maupun Undang-Undang
hukum. Hukuman yang diberikan bukan hanya di dunia, tetapi di
akhirat juga dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya di
.dunia. Sebaiknya contoh: seseorang yang melakukan kejahatan di
dunia berarti melanggar undang-undang yang berlaku, lalu diancam
dengan hukuman berat di dunia, dan menjadi penghuni neraka di
akhirat.

Hukuman yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan per-
buatannya. Apabila ada pelanggaran peraturan sampai membunuh
sudah barang tentu hukumannya sudah sangat berat. Lalu di akhirat-
pun nanti dia akan menerima sesuai dengan perbuatannya.

Banyak hal-hal yang bisa menimbulkan pelanggaran terhadap
ajaran agama maupun hukum yang berlaku di dalam suatu masyara-
kat, contohnya pelanggaran norma-norma dalam suatu agama. Sesuai
dengan hukum agama Islam seseorang dinikahkan oleh Ulama serta
Penghulu, tetapi adakalanya mereka langsung pergi kawin lari tanpa
pemberitahuan kepada ulama dan penghulu.

Di dalam naskah ada tertulis bahwa Allah berfirman: Raja di
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dunia adalah ganti-Nya yaitu memakai suci, memakan halal, berkata
benar dan menghukumkan adil. Ke-Esaan Tuhan diakui sepenuhnya.

2) Nilai Budaya

Banyak pendapat mengemukakan di antaranya, menurut Ikram,
Achdiati (1980/1981:74) bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia di
masa silam dapat diketahui pada saat sekarang hanya dari pening-
-galan-peninggalan pada masa lampau misalnya: Candi, mesjid istana
dan benda-benda lainnya; juga perabot rumahtangga, peralatan per-
tanian, perhiasan dan sebagainya.

Selanjutnya dituliskan lagi, biasanya dalam hubungan ini kita
sering kali tidak menyadari bahwa sebagian besar peninggalan-pe-
ninggalan kebudayaan itu terdapat dalam bentuk-bentuk tulisan. Dari
tulisan-tulisan inilah kita bisa memperoleh gambarang yang lebih
jelas mengenai alam pikiran, adat istiadat, kepercayaan dan sistem
nilai orang pada zaman lampau, suatu pengertian yang tak mungkin
tercapai/dipercaya jika bahan-bahan keterangan ini hanya terdiri dari
peninggalan materi, karena dalam hal itu banyak kesimpulan/pen-
dapat yang berdasarkan dugaan belaka. Dalam penelitian; pening-
galan berupa tulisan dan kebendaan merupakan dua unsur yang saling
melengkapi, satu sama lain dibutuhkan pendapat ini banyak benarnya,
karena tulisan merupakan rekaman yang jelas, bukan rekaan atau
dugaan, tapi adalah bukti yang nyata.

Di samping uraian di atas ada lagi tulisan dari Drs. Sumarsono

Moestaka, M.A. yang berjudul: Tafsiran Akulturasi Budaya Bangsa
Indonesia.
Beliau menjelaskan bahwa pada abad ketiga, sudah ada pengaruh
kebudayaan Hindu di daerah dataran Asia Tenggara dengan ditemu-
kannya inskripsi dalam bahasa Sansekerta yang dipahat pada batu.
Prasasti-prasasti tersebut ditulis dengan huruf Palawa yang sesuai
dengan nama daerah asalnya yaitu Palawa di India Tenggara.

Benda-benda peninggalan yang lain yaitu batu tertua ditemui di
Indonesia di Muara Kaman, Kutai, Kalimantan, sekitar abad ke-4.
Kemudian prasasti di Bogor dan Tugu di Jakarta sekitar abad ke lima.
Ketiga peninggalan itu menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanse-
kerta pada batu-batu prasasti yang berusia tua dan kadang-kadang
pada batu yang lebih muda digunakan bahasa Sansekerta. Sebagian




87

besar dari prasasti logam dan batu temuan, pada zaman pengaruh
Hindu menggunakan bahasa Jawa Kuno (Kawi). Pada beberapa pra-
sasti menggunakan beberapa kalimat sastra yang berisi pemujaan atau
puji-pujian terhadap dewa-dewa dan sebagian lagi menggunakan
bahasa Kawi.

(Analisis Kebudayaan thn. II no. 1 — 1980/1981 hal. 32 Depdikbud).

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dari tulisan-tulisan lama
yang disebut naskah kuno dan prasasti, dengan bermacam-macam
aksara yang terdapat pada berbagai benda-benda seperti kertas, daun
lontar, bambu, kulit kayu, batu, tanduk, daun nipah dan lain-lain,
diperoleh nilai-nilai budaya yang sangat tinggi dan sangat bermanfaat
pada generasi-generasi selanjutnya.

Demikian juga di dalam naskah kuno Lohok Tiga Laras ini, di
dalamnya terhimpun berbagai nilai budaya seperti adat istiadat, un-
dang-undang atau peraturan-peraturan adat, kemudian sistem pemer-
intahan serta tatakrama kaum bangsawan dan raja-raja di Jambi.

Perlu ditambahkan bahwa dalam sistem pemerintahan yang tra-
disional yaitu antara raja, atau penghulu, hulubalang, dan Menteri
atau antara pejabat tinggi dengan pejabat rendahan terdapat suatu sis-
tem yang nilainya sangat tinggi dan menarik.

3) Nilai Sosial

Nilai sosial ini erat kaitannya dengan nilai budaya dan nilai aga-
ma. Adapun ketiga nilai ini saling isi mengisi dalam memperoleh
tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kehidupan yang harmonis di
tengah-tengah masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari lingkungan-
nya; baik dalam lingkungan manusia dengan manusia maupun manu-
sia dengan benda-benda yang ada. Pada hakikatnya manusia tergan-
tung pada segala aspek kehidupan kepada sesamanya dan sedapat
mungkin ia akan memelihara hubungan baik dengan sesamanya.
Untuk memperoleh keharmonisan di antara sesama, diperlukan ada-
nya undang-undang yang bisa mengatur satu sama lain. Ini yang perlu
dipatuhi satu sama lain karena undang-undang ini merupakan keten-
tuan yang mengakibatkan dan wajib dilaksanakan. Apabila ini tidak
ditaati maka di sinilah yang sering menimbulkan kesenjangan-
kesenjangan hidup baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok
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masyarakat.

Adat, Undang-undang, hukum yang terdapat di dalam naskah
kuno ini mengandung nilai-nilai sosial yang tinggi, karena ini disusun
bukan hanya untuk rakyat kecil, tetapi untuk semua lapisan masya-
rakat. Walaupun tidak semua orang yang bisa dijatuhi hukuman, itu
sudah didasarkan kepada berbagai pertimbangan yang sangat teliti.

Adat dan undang-undang mengandung nilai yang sangat tinggi di
dalam mendidik, mengarahkan, serta membina persatuan dan mem-
bangkitkan rasa kebersamaan bagi masyarakat pendukungnya. Ini
dapat terlihat dalam persidangan adat, di mana yang hadir bukan
hanya Penghulu, tetapi orangtua-tua yang cerdik pandai, alim ulama,
bahkan utusan pemerintah juga hadir pada saat itu. Jadi adat dan
undang-undang merupakan hal yang tidak terpisahkan bagi kehidupan
masyarakat Jambi.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tak dapat memisahkan diri
dari lingkungan berarti nilai-nilai sosial yang dimiliki bersama itu
sangat tinggi nilainya, karena tidak lepas dari individu sebagai pribadi
maupun sebagai anggota kelompok.

Menurut Roeslan Soeryokusumo menyatakan; Nilai kepribadian
merupakan pusat. Keyakinan terhadap nilai ini menyebabkan ukuran
tertentu, yang sebagai ukuran budi pekerti, meliputi hubungan antara
manusia. Ukuran ini ada dua yaitu ukuran yang bernilai positif yaitu
menguntungkan orang lain atau pihak kedua. Sedangkan ukuran yang
bernilai negatif yaitu perbuatan y yang merugikan pihak lain.

Dengan kata lain ukuran yang positif adalah yang mempunyai
budi pekerti yang baik dan yang negatif adalah mempunyai budi
pekerti yang buruk.

Barang siapa tidak menjunjung tinggi ukuran, akan mengurangi
nilai sendiri sebagai kepribadian. Apabila kita berbuat baik terhadap
sesama manusia, imbalan yang akan diterima juga akan baik, baik
dari orang sendiri maupun dari orang lain. Di dalam hidup, suatu
kenyataan segala sesuatu perbuatan yang baik itu selalu disenangi
orang lain, dalam kondisi yang normal, dan sering memperoleh
imbalan yang baik juga. Segala perbuatan yang positif; misalnya
memberi bantuan kepada orang yang memerlukan, menunjukkan
cinta kepada sesama manusia, saling hormat menghormati, serta bisa
menghargai terhadap orang lain merupakan suatu keinsafan akan
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hidup yang bersusila.

Pergaulan hidup yang berdasarkan keinsafan akan perlunya
susila, tentu ini menghendaki perukuran. Dengan adanya perukuran
itu pergaulan hidup diwujudkan. Dari nilai kemanusiaan kita dapatkan
nilai budi pekerti seperti: keadilan, kejujuran, penghormatan kepada
orang lain, kemerdekaan seseorang dan lam lain (Masalah Sosiologi
Indo, 1951, hal. 45-46).

Di dalam kehidupan sehari-hari baik sebaga1 pribadi maupun
sebagai anggota masyarakat, nilai agama, budaya maupun sosial
memegang peranan penting. Nilai agama merupakan pengaturan
hidup manusia baik dengan manusia dengan lingkungannya maupun
dengan Tuhannya, tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Sedang-
kan nilai budaya merupakan suatu pernyataan bahwa manusia itu
mempunyai bhudi dan daya untuk membuat dan melakukan sesuatu
pada waktu? zaman tertentu, dan dapat diwariskan pada generasi-
generasi mendatang.

Yang terakhir yaitu nilai sosial yang merupakan suatu sikap
membentuk atau mengatur diri dalam hubungannya dengan orang
lain. Jadi ukuran nilai-nilai sosial itu terletak pada diri sendiri.

' Apabila dapat berbuat baik pada orang banyak, maka baiklah itu
bagi dirinya, sebaliknya apabila jahat pada orang banyak, maka jahat
pulalah bagi dirinya sendiri. Ungkapan ini bukan hanya nilai
sosialnya yang bisa dilihat, nilai agama dan budaya tercermin juga di
dalamnya. Seseorang yang berbuat baik terhadap sesamanya maupun
kepada Tuhannya akan menerima imbalannya di surga, sebaliknya
yang berbuat jahat akan menerima imbalannya di neraka.

Demikian juga dengan nilai budaya, kiranya yang baik itu dapat
diketahui dan diwariskan kepada generasi penerus, sedangkan hal
yang jahat itu perlu diketahui agar bisa dihindari.

Ketiga pokok etika tersebut tercantum di dalam naskah "LOHOK
TIGA LARAS”.

]




BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Menelusuri naskah Lohok Tiga Laras yang berisikan adat, serta
tatakrama kaum bangsawan dan raja-raja Jambi beserta undang-un-
dang lain, merupakan bagian dari pada Undang-undang Adat yang
ada di Minangkabau.

Adat dan undang-undang di Minangkabau, dibuat dan disusun
oleh Datuk Ketumenggungan bersama-sama dengan Datuk Perpatih
Nan Sabatang. '

Adanya perselisihan yang terjadi antara Datuk Ketumenggungan
dan Datuk Perpatih Nan Sabatang pergi dan meninggalkan daerah
Minangkabau. Selama perjalanan ke daerah-daerah di sekijtar Kerinci,
maupun Jamni, beliau selalu mengembangkan adat dan undang-un-
dang yang sudah' disusun di Minangkabau bersama-sama dengan
Datuk Ketumenggungan. Namun bukan berarti tidak ada yang di-
rubah, sebagian adat yang disusun mereka selama perjalanan ada
yang disempurnakan.

Tatacara adat yang terdapat di daerah Minangkabau turut mewar-
nai tata cara adat masyarakat Kerinci dan Jambi.
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Masuknya agama Islam ke Minangkabau dan Jambi sekitar abad
14 dan 15. Mereka menerima ajaran agama Islam itu dengan baik,
yang kemudian dipadukan dengan adat yang sudah lebih dulu mewar-
nai hidup daripada mereka.

Dalam perpaduan ini terlihat nilai-nilai agama lebih dominan,
nilai-nilai adat mengalami penyusutan, sehingga dikatakan dalam
ungkapan yang berbunyi "Adat menurun, syarak mendaki”.

Sumber dari hukum adat adalah hukum syarak, yaitu Al Quran
dan hadis Rasullullah. Sehingga dikatakan adat bersendi syarak,
syarak bersendi di Kitabullah.

Hukum syarak adalah kesepakatan dari kaum ulama, sedangkan
hukum adat adalah kesepakatan penghulu di dalam nagari. Tetapi
keduanya bersumber dari Al Quran dan hadis Nabi Muhammad
SAW. Dengan kata lain hukum adat berakar dari hukum Islam.
Hukum adat bisa dijalankan apabila sesuai kata adat, benar kata
syarak dan syah kata Kitabullah.

Ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang tertera di
dalam undang-undang tersebut cukup mendasar untuk dijadikan
pedoman serta ditaati oleh masyarakat pendukungnya, mengingat un-
dang-undang itu tidak memihak kepada siapapun.

Apabila ada di antara orang tertentu yang tidak dikenakan sanksi,
walaupun melanggar undang-undang tersebut. Hal ini sudah melalui
berbagai pertimbangan yang mantap. Sebagai contoh anak di bawah
umur tidak bisa dihukum. Orang tua yang sudah lanjut usia, serta raja
atau penghulu.

Hukum adat adalah sebagai penata kehidupan bagi masyarakat
Jambi, yang sampai saat ini masih tetap mewarnai kehidupan masya-
rakatnya. Hukum adat merupakan bagian dari Aset hukum nasional
atau dengan kata lain merupakan bagian dari kehidupan Nasional
yang perlu dilestarikan.

Perpatih Nan Sabatang dalam perjalanan dia merubah namanya
menjadi Sutan parlindungan, di samping mengembangkan adat dan
undang-undang yang di bawah dari Minangkabau, beliau menaruh
perhatian besar terhadap raja, bangsawan serta masyarakat pada wak-
tu itu. Dalam mengadakan hubungan dengan orang lain (masyarakat
pada daerah yang dikunjunginya) sangat diutamakan jangan sampai
tersinggung orang lain. Dia selalu menggunakan pedoman yang uta-
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ma orang Minang yaitu mendaki, menurun, melereng dan mendatar.

Setiap orang yang layak menerima gelar itu. Biasanya orang
terkemuka di tempat itu. Pemberian gelar ini terhadap seseorang di-
sesuaikan pada orangnya, tempatnya atau lingkungannya. Sebagai
contoh pemberian gelar Dipati Setio Dirajo disebabkan orang yang
diberi gelar itu setia sekali kepada raja, kemudian gelar Dipati Setio
Beti. Pada waktu itu ada seorang hulubalang raja, karena hulubalang
raja ini sangat baik setiap saat dia selalu taat pada raja dan berdiri
sebagai pagar betis dalam menjaga raja itu. Banyak gelar-gelar yang
sudah diberikan kepada masyarakat Kerinci dan Jambi pada waktu
1tu.

SARAN-SARAN

1) Perlu penyebarluasan informasi naskah tersebut kepada masyara-
kat luas umumnya, dan masyarakat pendukungnya khususnya.

2) Mengingat adat dan undang-undang di Minangkabau dengan di
Kerinci dan Jambi adalah sama, hanya pemakaiannya berbeda,
diperlukan penelitian yang mendalam terhadap adat dan undang-
undang serta tatakrama bangsawan dan raja-raja Jambi.

3) Mengingat lembaran-lembaran naskah Lohok Tiga Laras ini ba-
nyak hilang, oleh masyarakat pendukungnya, apabila ada yang
memilikinya atau menyimpannya supaya segera melengkapinya.

4) Perlu adanya inventarisasi naskah-naskah lama, terutama yang
ada hubungannya dengan adat undang-undang serta tatakrama
raja-raja Jambi.




DAFTAR BACAAN

. A.A. Navis 1984. Alam Terkembang jadi guru, adat dan
kebudayaan. Jakarta: PT. Grafiti

- AM. Datuk Maruhum Bartuah, Hukum adat dan adat Minang-
kabau. Jakarta: NV Pusaka Asli.

. Ikram, Achdiati, "Perlunya Memelihara Sastra Lama” dalam
analisa kebudayaan, Thn. I nomor 1, 1980/1981.

. Unus, Ahmad Drs. dkk 1989. Penelitian dan Pengkajian Naskah
Kuno Darah Jambi I dan II, Proyek P2KN Depdikbud
Jakarta.

- Nurana Dra 1993. Undang-undang adat Minangkabau Proyek
P2KN Depdikbud Jakarta.

6. 1976 Monografi Jambi, Proyek P2KN Depdikbud Jakarta.
7. 1992 Seminar Sejarah Melayu Kuno Jambi, kerjasama antara

Pemda Tk I dengan Depdikbud Jambi.

95




8. Zakaria, Iskandar dkk 1992. Kajian dan Analisa Undang-undang
Piagam dan Kisah Negeri Jambi, Proyek P2KN

Depdikbud Jakarta.

9. Zulvita, Eva Drs 1993. Kearifan Tradisional MaSyarakat Pedesa-
an Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup Di Daerah
Propinsi Jambi, Proyek P3NB Depdikbud, Jambi.

10. Ayatrohaedi dkk 1989. Tatakrama di beberapa daerah di Indone-
sia Proyek IPNB, Depdikbud, Jakarta.

11. Suparlan, 1978 ?
12. Purwadarminta, W.J.S. 1976




i3]

e

o 8 ¢
. . 7 SR -
3 %
i
e~ i . i 8 .
- Yim ) N
<t it




